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BUPATI TANA TORAJA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4)
Peraiuran Menicri Reschatan Nownor iS tahun 2014 icniauy
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk
jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biava operasional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah, Kepala
Daerah menetapkan Besaran alokasi dana kapitasi untuk
pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan untuk pembayaran
dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan setiap tahun,

bahwa dalam rangka menjamin pelayanan kesehatan bagi
peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh
Badan Pcnyclenggaraan Jaminan Sosial Kcschatan mclalui
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama serta dalam tertib
administrasi penatausahaan keuangan daerah maka perlu
mekanisme penggunaan dana kapitasi dalam penyelenggaran
Program Jaminan Kesehatan Nasional;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Alokasi Dana Kapitasi dan Besaran Tarif Pclayanan Jaminan

Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
amirhlile Tew A nmin P PO Y
R\;Pubﬂ}x Indoncesia Tahun 1058 Nemor 74} Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1822: T

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyclenggara
Negarf';l yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
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17 Tahun 2003 tentang

b Indonesia Tahun 200.3

a Republik Indonesia

3. Undang-Undang .
Negara (Lembaran Negara Republik

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negar
Momor 4289 e
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- Nomor 1 Tahun 2004 tentang
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Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Per::nl;e::z
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negiu;a L : mbal”n
Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 2004 Nomaor ©u, Taimbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400};
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5. Undang-Uidaig Noinos 40 Talnain 2004 ilitaing wiswn
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Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2094 Nomor
150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

44 56);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembéran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonceia Tahun 2011 MNomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

0. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5256);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia
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dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistemn

Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Re i i
: publik Indon
Tahun 2012 Nomor 193); =

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 /Menkes/Per/X /2010

tcntang. Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 501);
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siden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan

5 Perailr; 1:Ir,irnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
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Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
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15. Deraturai DProsiGlii svan : . o Naslonal
1 1da‘n Pemanfatan Dana Kapitasi Jaminan Keseh]il:alll) -
i ili emerintah
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Mil

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 81);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun Q:UDE: teitjjﬁ
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah seba.galmana :
diubah bcberapa kali dengan peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman

Pengelolaan keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun ?013 tentang
Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2014 tentang
Penggunaan Dana kapitasi Jaminan Kesehatan nasional untuk
Jasa pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional
pada Fasilitas Kcschatan Tingkat Dortama Milik Pemcrintah
Daerah;

13, Poiatuian Meiateri Keschatan Nomeor 28 Tehun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

20. Pcraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah
dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja Peraturan Daerah
Kabupaten Tana Toraja;

21. Peraturan daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA KAPITASI DAN

BESARAN TARIF PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK

ggiJéERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN
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Pasal 2 o
1 i am
ayanan kesehatan sebagaimana dimaksud

Pasal 1

Biaya opcrasional pel
1 ntuk : . ' ;
dlperguna:::n 1::alllat tulis kantor sebesar 15% (Lama belas pz;sen)
I];Zrlllg;l habis pakai medis sebesar 10% (Sepuluh perseti,
Bahan Obat-obatan sebesar 3% (Tlga pers.en), :
t kesehatan sebersar 3% (Tiga persenj;

a.
b.
- ]
. Bahan dan ala 2 :
: Administrasi keuangan Sebesar 2O%b(Dua ]?:"lfliihpne; Sbfc:;:is PCTSCH);
y : kesmas scbesar 1070
{ Bahan Bakar minyak pus
g.
h.

daerah sebesar 20% (Dua puluh persen); dan

3 i dalam
e ines l=?’%h sebesar 14% (Empat belas persen)-

Perjalanan dinas luar da

Pasal 3

an Keschatan Nasional pada fasilitas

. tarif pelayanan Jamin i
Jenis besaran pelay hatan Masyarakat dan jaringannya dalam

pelayanan kesehatan dasar di Pusat Kese
Kabupatcn Tana Toraja scbagai berikut :
Paket Rawat Inap per hari =Rp 100.000,-

a.

b. Pelayanan ANC 4 kali = Rp200.000,-

¢. Persalinan normal 1 kali = Rp600.000,-

d. Persalinan pervaginam dengan tirdakan emergensi dasar di puskesmas PONED
- Rp750.000,

e. Pelayanan tindakan paska persalinan di puskesmas PONED = Rp175.000,-

f. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatus
= Rp125.000,-

g. Pemeriksaan PNC/Neonatus dilaksanakan dengan 2 kali kunjungan ibu nifas
dan nconatus pertama dan Kedua (KF1-KN1 dan KF2-KN2j, 1 (Satu) kali

kunjungan neonatus ketiga (KN3) serta 1 (satu) kali kunjungan ibu nifas ketiga
( KF3) = Rp25.000,-/tiap kunjungan,-

h. Pemasangan atau pencabutan IUD/Implant = Rp100.000,-

i. Pelayanan Suntik KB = Rp15.000,-

1 o SRR SRS ST, ) e, LY RGP 7 o TR R DN, Y =
1 Crianganan n.uxuphhabl KB Puak& Pt salinan = 1\{)120 000,- dan
. ]

Pelayanan Pemeriksaan Inpeksi Vagina Asamn Asetat (IVA) =Rp25.000,-

Pasal 4

Besaran tarif pelayanan Jaminan Kes i
ehatan Nasional pada Fasili
pada puskesmas dan jaringannya terdiri atas : g s

a. Paket Rawat Inap Jasa Sarana R
50.000,-
serta Jasa Mcdik Rp25.000, - d RicanTaes B ayanannRn25:000,-

b. i
tl;:lf:rjn;e;['lll:;a:l&ln AN(; K1, PNC(KF1-KN1) dan Pemeriksaan IVA disamakan dengan
jungan baru, K2-K4,KF2-KN2, KN3 dan KF3 dis
' : amakan d 1
Kk:gjungan ’Il‘ama berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturzl;lgi)r;:aar;f
upaten Tana Toraja N 1 i i
. ja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Paket : .
it faiajijanan persalinan pervaginam normal sesuai Pasal 19 huruf e.l
= aerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentax;
lipzoouosz) E)Iasa ;Imum terdiri dari jasa sarana Rp150.000,- dan Jasa Pel i
: -000,- sedang persalinan pervagim : 1 casa Felayanan
di puskesmas dj pervagimam dengan tindakan emergensi dasar

PONED jasa
Rp300.000, - J sarana Rp200.000,- dan Jasa pelayanan
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- dan
' sarananya Rp20.000,
4. Pemasangan atau pencabutan [UD/Implant jasa  4.000,- dan s

: R
ik KB jasa garananya
R530.000,- serta suntik 1 Kabupaten
Jasa Pelaya;?; 530 " esuai Pasal 19 huruf ¢ Peraturan daera p
pelayanan . ’ P
~5ia Nomor 6 Tahun <UL i Pelayanan Pra
Tﬂ:"*a :1?31: tindakan pasca persalinan W PDNEDr,ta pznanﬁanan
! Pﬁ.i{c an pada komplikasi kebidanan "flan neanatal. SEla anan masing-
Egmplikasi KB paska persalinan menjadi hak pemberi RPEOFOOO )
masing jasa sarananya Rp50.000,- dan jasa pelayapannya P-4

Pasal 5

(1) Jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disetorkan ke Kas daerah
sebagai pendapatan Daerah.

(2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 85% diterima oleh

puskesmas dan 15% untuk jasa Administrasi Dinas Kesehatan Kabupaten
Tana Toraja.

(3) Selisih jasa sarana dan jasa pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e,
huruf f, huruf g, huruf b, haruf i, huruf j dan huruf k

dengan besaran tarid
jaminan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi
R, hak pemberi pelayanan.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku i
: pada tanggal diundan
sejak tanggal 2 Januari 2016, 5 Sl g
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Agar setiap orang men 1 i
i g getahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 1% Neyember Joib

BUPATI TANA TORAJA,

: N‘ICO
Diundangkan di Makale DEMUS BIRINGKANAE
pada tanggai 15 Neoyewber 4

BER 1K PAT .
ITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016 NOMOR 25



